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BUPATI MAROS 
 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS 

NOMOR 08 TAHUN 2014 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  

NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  MAROS, 

 
Menimbang    :  a. bahwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

mengamanatkan, Investasi Pemerintah Daerah dapat 
dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam 

tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal; 

  b. bahwa sehubungan dengan pencabutan beberapa 
Perusahaan Daerah sebagai penerima penyertaan modal 

Pemerintah Daerah serta belum terakomodirnya target 
investasi yang akan disertakan, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2013 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah perlu diubah; 
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2013 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. 
 

Mengingat     :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 

Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2387); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

SALINAN 
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Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
5.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik IndonesiaNomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        
Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4761); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah         
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007        

Nomor 1 ); 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran 
Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 7); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Perusahaan Daerah Air Minum ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor  4 ); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 
2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah            
( Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013   

Nomor 02 ); 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 

2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten 
Maros Tahun 2013 Nomor 10 ). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS 
 

dan 
 

BUPATI MAROS 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan   : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 02 
TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL 

PEMERINTAH DAERAH. 
 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 

Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 02) diubah sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 4 
 

Penyertaan modal meliputi : 

a.  Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM Tirta 
Bantimurung; 
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b.  Dihapus; 
c.  Dihapus; 

d.  Dihapus; 
e.  Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank 

Sulselbar. 

 
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 5A 

 
Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM 
Tirta Bantimurung sampai dengan Tahun 2015 paling banyak                 

Rp. 40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah). 
 

3. Bagian Kedua, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusda 

Asset, Jumlah Penyertaan Modal dihapus.  
 

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 6 
 

(1)  Dihapus.  

(2) Dihapus. 

(3)  Dihapus. 
 

5. Bagian Ketiga, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusda 
Pertanian, Jumlah Penyertaan Modal dihapus.  

 
6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 7 

 

(1)  Dihapus.  

(2) Dihapus. 

(3)  Dihapus. 

 
7. Bagian Keempat, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusda 

Wisma, Jumlah Penyertaan Modal dihapus.  

 
8. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 8 

 
(1)  Dihapus.  

(2) Dihapus. 

(3)  Dihapus. 
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9. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 9A 

 

Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada        
PT. Bank Sulselbar sampai dengan Tahun 2015 paling banyak                   
Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah). 

 
Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Maros. 

 
Ditetapkan di Maros 

pada tanggal  
 
BUPATI MAROS, 

 
        ttd 

 
M. HATTA RAHMAN 

Diundangkan di Maros 

pada tanggal  
 
SEKRETARIS DAERAH, 

 
       ttd 

 
BAHARUDDIN 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2014 NOMOR 8 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN 
 

 
 
AGUSTAM,S.IP,M.Si 

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b) 
Nip    : 19730820 199202 1 001 

 
 

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  

PROVINSI SULAWESI SELATAN : 5 TAHUN 2014 


